
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR A8 TAHUN 2OI7

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2OI8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pend€rnaurnnya serta perkiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (21,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD

Provinsi ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurlf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll;

Mengingat : 1.

b.

c.

/



2.

3.

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, tatrrtbahan lembaran

Negara Tahun 2Ol4 Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817).;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dimbah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2oll tentang Perubahan ke Kedua atas

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO

Tentang, Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol7

tentang Pen5rusunan Rencana Kinerja Pemerintah

Daerah Tahun2o18;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi

Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OlO tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2OO5 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OlO Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016 Nomor 6).

11.

12.

13.

14.
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MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas,

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas,

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA

Kabupaten Musi Rawas,

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang,

6. Rencana kerja pembangunan tahunan daerah,

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Menetapkan Rencana Keda Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, yang

selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2018.
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(2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam

setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di

Kabupaten sekaligus menjadi tolok ukur terhadap

kinerja Pemerintah Kabupaten.

Naskah

BAB
BAB

BAB III

SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

RKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

I PENDAHULUAN
il EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PEI.TYELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN

il RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

V RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI
KEWILAYAHAN

VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

VII PENUTUP

o

BAB

BAB

BAB

BAB

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perenc€rnaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan.
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Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

_ -Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal tB ?"ni ?V77

BUPATI

UNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal tB ?*ni 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH

MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR .49..
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